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Menimbang

Mengingat

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR [9ATAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN DESA BERBASIS
SISTEM KEUANGAN DESA SECARA ON-LINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran;

bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola
keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif,
tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud
dalam huruf b diantaranya melalui pemanfaatan
teknologi informasi berupa aplikasi pelaporan keuangan
Desa berbasis Sistem Keuangan Desa secara on-line;

bahwa untuk terciptanya tertib penyelenggaraan Sistem
Keuangan Desa secara on-line tersebut, diperlukan
pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN
KEUANGAN DESA BERBASIS SISTEM KEUANGAN DESA
SECARA ON-LINE



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
2,

10.

11,

12.

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /
atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistemm pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.




13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /
Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah
Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes
adalah  Aplikasi Sistem  Keuanagan Desa yang
dikembangkan oleh BPKP Pusat untuk membantu proses
pengelolaan keuangan Desa.

Purwakarta go.id adalah website resmi Pemerintah Daerah.
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa
yvang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.

Bendahara adalah wunsur staf sekretariat desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISTEM

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

ON-LINE
Pasal 2

Pelaporan keuangan Desa berbasis on-line menggunakan
Siskeudes dan dilaksanakan secara bertahap dilingkup desa.
Website purwakarta.go.id menjadi server dan pusat
pengolahan data pelaporan keuangan desa dari desa ke
pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa.

Pusat pelaporan di tingkat kabupaten dilaksanakan dan
dikelola oleh Admin Siskeudes tingkat kabupaten.

Pasal 3

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku
setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang
melalui laporan pertanggungjawaban.




(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan
Siskeudes.

Pasal 4

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi on-line
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:

a. laporan on-line semester pertama; dan

b. laporan on-line semester akhir tahun.

Laporan on-line semester pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
Laporan realisasi on-line pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan on-line semester akhir tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir
tahun anggaran.
Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan; dan
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang masuk ke desa.
Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan bagian tidak
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yang dilaksanakan secara On-line melalui Siskeudes.

(1)

Pasal 7

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 dan 6 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis
dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat.




(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media
informasi lainnya.

Pasal 8

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S disampaikan kepada Bupati melalui camat.

Laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh
Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Pengawasan terhadap sumber pendapatan dan kekayaan
desa serta pelaksanaan APBDes dilaksanakan oleh
Bamusdes.

Pasal 10

Pembinaan atas pengelolaan Anggaran Desa berbasis
SISKEUDES On Line dilakukan oleh Tim Pembina;

Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembina
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta.

Pasal 11

Pengawasan dan audit atas pelaksanaan pelaporan sistem
keuangan desa On-line dilaksanakan oleh Inspektorat
Kabupaten Purwakarta.

Pasal 12

Sumber anggaran pelaksanaan pelaporan keuangan desa
berbasis Siskeudes On-Line berasal dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Desa.




BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Bupati mempunyai hak untuk mengurangi jumlah Anggaran
Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang
seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak
mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang
bersumber dari Anggaran Desa secara transparan, partisipatif
dan akuntabilitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
oleh Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal § Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA,

L ANNE RATNA MUSTIKA
Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal ¥ Okfther 2ald

n PJ.SEKRETARIS DAERAH
- KABUPATENPURWAKARTA,

L

-

Drs. H. IYUS PERMANA, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 494



